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Abstract. The distribution of adeqate teachers is very important to ensure  in improving quality of education.  The 
objectives of the research are: (1) to analyze the existing of teachers for public Junior High Schools in the study 
area; (2) to analyze the need of adequate teachers for public Junior High Schools; and (3) to analyze distribution  of 
teachers for  public Junior High Schools public Junior High Schools in the study area. This research uses 
descriptive-quantitative approach. There are 2 variables in the research namely: (1) existing teacher; (2) teacher 
adequacy; and (3)  teacher distribution. Data collecting is conducted by using observation and interview. The 
analyzes of the research consist of descriptive analysis and  comparative one. There are five findings in the research. 
Firstly, based on student, the existing teachers are adequate to meet the needs. Secondly, based on class, the existing 
of teachers are adequate to meet the needs. Thirdly, teacher distribusion among public Junior High Schools are 
unequal to meet the needs of adequate teachers.Fourthly,  disparity of teacher distribusion based on student is low, it 
is indicated by Gini Index value 0,06. Fiftly, disparity of teacher distribusion based on class is low, it is indicated by 
Gini Index value 0,05.  
Abstrak. Distribusi kecukupan guru sangat penting untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini 
memiliki tujuan: (1) menganalisa eksistensi guru SMPN; (2) menganalisa kebutuhan kecukupan guru SMPN; dan 
(3) menganalisa distribusi guru SMPN di area studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. 
Ada 3 variabel dalam penelitian ini yaitu: (1) ketersedian guru; (2) kecukupan guru; dan (3) kesenjangan distribusi 
guru.  Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dokumen dan wawancara. Teknik 
analisis data menggunakan: (a) analisis deskriptif; dan (b) analisis komparatif. Ada 5 temuan dalam studi ini. 
Pertama, berbasis peserta didik, ketersediaan guru sudah memenuhi batas kecukupan. Kedua, berbasis rombel, 
ketersediaan guru sudah memenuhi batas kecukupan. Ketiga, distribusi guru ditingkat satuan pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama Negeri masih belum merata untuk memenuhi kebutuhan guru. Keempat, kesenjangan distribusi 
guru berbasis peserta didik masuk kategori kesenjangan rendah yang ditunjukkan indek gini 0,06. Kelima, 
kesenjangan distribusi guru berbasis rombel masuk kategori kesenjangan rendah yang ditunjukkan indek gini 0,05.  
Kata Kunci: distribusi, guru, Sekolah Menengah Pertama 
Guna mendukung standar proses, peran guru 
sangat vital. Upaya merealisasikan standar 
pendidik termasuk guru akan menunjang bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan 
(Hidayati, 2014). Standar pendidik termasuk 
sisi kuantitas (jumlah) dan Kualitas 
(kompetensi). Kekurangan tenaga pendidik 
bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian 
guru mengajar tidak sesuai keahliannnya 
(Pulungan, 2015). 
Guru  adalah pendidik profesional 
dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada 
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah (UU Nomor 14/2005). Guru 
pendidikan dasar sangat krusial untuk dicukupi 
agar kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 
dapat berhasil dengan baik. 
Pendidikan dasar merupakan bagian 
penting dari pelaksanaan pendidikan bagi 
semua (education for all). UNESCO dan 
UNICEF telah bekerjasama dengan 180 negara 
untuk melakukan penelitian mengenai 
kemajuan menuju pendidikan dasar bagi 
semua (Education for all) sejak 1990.  
sebagian besar negara berkembang mengalami 
kemajuan menuju pendidikan dasar universal 
dan pemberantasan buta huruf bagi orang 
dewasa, walaupun sumberdaya terbatas 
(Power, 2000).  Pendidikan merupakan sesuatu 
yang sangat fundamental bagi setiap individu 
(Rivai dan Murni, 2012).  
Guna mendukung pelaksanaan 
pendidikan dasar di Indonesia, pemerintah 
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telah membuat regulasi, PP Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar. Pelaksanaan 
pendidikan dasar di Kabupaten Pati, khusus 
mengenai distribusi guru PNS pada SMPN 
terindikasi ada kesenjangan. Sebagian SMPN 
memiliki guru berlebih dan sebaian lain 
kekurang. Kondisi ini teridentifikasi 
diantaranya sebagian SMPN masih 
menerapkan rombel kecil yang merupakan 
dampak kebijakan SBI (sekolah bertaraf 
internasional) di masa lalu. Walaupun SBI 
sudah dinyatakan tidak sejalan dengan regulasi 
nasional dan tidak berlaku lagi tetapi sebagian 
SMP masih mempraktekkan dengan membuat 
rombel kecil berisi 20 peserta didik, lebih kecil 
dari rombel standar yang berisi 32 peserta 
didik. Sisi lain, sebagian SMPN kekurangan 
tenaga guru. Eksistensi kecukupan tenaga guru 
sangat mempengaruhi proses pelaksanaan 
pembelajaran di sekolah. Dengan kata lain, 
guru sangat berpengaruh pada standar proses 
pendidikan. Menurut PP No. 19 Tahun 2005 
dan PP No. 32 Tahun 2013, standar proses 
adalah standar nasional pendidikan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 
pada satu satuan pendidikan untuk mencapai 
standar kompetensi lulusan. Ansyar (2012), 
menyampaikan bahwa ada tiga faktor penentu 
kualitas atau mutu pendidikan yaitu: (a) orang 
(pendidik), (b) program (kurikulum) dan (c) 
institusi (pimpinan). Eksistensi guru sangat 
berpengaruh pada standar proses pendidikan di 
sekolah.  
Standar proses meliputi perencanaan 
proses pembelajaran, pelaksanaan pembe-
lajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 
pengawasan proses pembelajaran untuk 
terlaksananya proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien. Standar proses diatur dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
41 Tahun 2007 dan Permendikbud No 
22/2016. Peraturan ini menyebutkan bahwa 
jumlah maksimal peserta didik setiap 
rombongan belajar adalah: (a) SD/MI  28 
peserta didik; dan (b) SMP/MTs  32 peserta 
didik. Standar ini diharapkan menghasilkan 
output (lulusan) yang memiliki prestasi dan 
kompetensi yang baik.  
Penyediaan kebutuhan guru merupakan 
salah satu prioritas dalam pembangunan di 
Indonesia. Eksistensi guru satu dasawarsa 
terakhir rasio murid-guru di Indonesia telah 
menurun ke tingkat yang rendah menurut 
standar internasional, karena pertambahan 
jumlah tenaga pendidik lebih cepat daripada 
peningkatan partisipasi siswa pada pendidikan 
(Kemdikbud, 2013). Menyadari pentingnya 
manajemen guru, pemerintah telah 
mengeluarkan peraturan untuk menentukan 
standar tingkat kepegawaian di sekolah. Surat 
Keputusan Bersama (SKB) lima menteri yaitu 
Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Keuangan, dan Menteri Agama 
dengan Nomor: 05/x/pb/2011,spb/03/m.pan-
rb/10/2011,48 tahun 2011,158/pmk.01/2011 
,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan 
dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.  
Surat Keputusan Bersama (SKB) lima 
menteri tersebut merupakan implementasi dari 
amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang 
Guru, khususnya yang berkaitan dengan tugas 
guru dan pengawas dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Terkait 
guru SMP, SKB ini menekankan tugas guru 
yang wajib memiliki jumlah jam mengajar 
selama 24 jam/minggu. Jenjang Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), perhitungan 
kebutuhan guru memiliki acuan sebagai 
berikut: (1) Sekolah dengan lebih dari 96 
siswa: minimal 32 (SSN) dan maksimal 36 
(SPM) siswa per rombongan belajar; (2) 
Sekolah kecil (<96 siswa) minimal 1 guru per 
mata pelajaran; (3) Setiap guru mengajar 
minimal 24 jam per minggu; (4) Apabila 
beban mengajar seorang guru melebihi 40 jam 
per minggu, diperlukan satu guru tambahan; 
dan (5) semua sekolah memiliki minimal 1 
guru per mata pelajaran.  
Surat Keputusan Bersama (SKB) lima 
menteri tersebut merupakan dasar bagi 
pengelolaan tenaga guru di sekolah. Guru 
menjadi pelaku utama dan penentu berhasil 
atau tidaknya proses pembelajaran di sekolah 
(Azisah, 2014). Guru sangat menentukan mutu 
pendidikan. Kepemimpinan guru yang baik 
dapat menciptakan efektifitas dan efesiensi 
pembelajaran serta dapat membentuk disiplin 
peserta didik dan guru itu sendiri (Supardi, 
2014). Upaya guru menciptakan suasana 
pembelajaran yang kondusif peserta didik 
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senantiasa menunjukkan ketekunan, 
antusiasme, serta penuh partisipasi sangat 
menentukan keberhasilan pembelajaran. 
(Muzakkir, 2012). 
Guna mendukung pelayanan 
pendidikan yang berkeadilan, distribusi guru 
merupakan salah satu komponen penting 
dalam kontek pembangunan pendidikan. 
Kesenjangan distribusi kesejahteraan sosial 
(pendidikan) antar kelompok atau kawasan 
sering diungkapkan dalam berbagai studi. 
Diantara studi untuk mengukur 
disparitas/kesenjangan pendidikan dengan 
Gini Indeks dilakukan oleh Digdowiseiso 
(2010) di Indonesia. 
Relevan uraian tersebut, dapat 
disampaikan bahwa kecukupan ketersediaan 
guru sangat penting untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan. Selain itu, pemerataan 
distribusi guru juga penting untuk 
mengeliminasi tingkat kesenjangan pelayanan 
pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini 
memiliki tujuan: (1) menganalisa eksistensi 
guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 
(SMPN) di area studi; (2) menganalisa 
kebutuhan kecukupan guru Sekolah Menengah 
Pertama Negeri (SMPN); dan (3) menganalisa 
distribusi guru Sekolah Menengah Pertama 
Negeri (SMPN)  di area studi Kabupaten Pati). 
METODE  
Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini dilakukan 
untuk mendukung kebijakan pembangunan 
pendidikan, khususnya tata kelola penyediaan 
dan distribusi guru dalam rangka peningkatan 
mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah 
Pertama Negeri (SMPN). Penelitian ini 
memiliki 3 variabel: (1) Ketersediaan guru; (1) 
kecukupan guru; dan (2) distribusi guru. 
Variabel penelitian, indikator dan parameter 
ditunjukkan tabel di bawah ini 
Tabel 1 Variabel Penelitian 











Ratio Guru-siswa   
Beban jam 
mengajar guru 





Data penelitian meliputi data primer dan 
data sekunder. Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan menggunakan teknik 
wawancara pada pihak terkait diantaranya 
pejabat di lembaga/instansi pendidikan. 
Sementara pengumpulan data skunder 
dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi dokumen dari dinas/instansi terkait.  
Teknik analisis data menggunakan: (a) 
analisis deskriptif; dan (b) analisis korelatif; 
dan (c) analisis komparatif. Analisis deskriptif 
dimaksudkan untuk mengetahui eksistensi 
guru PNS bagi SMPN dan mengukur 
kebutuhan kecukupan guru. Kemudian analisis 
komparatif yaitu analisis kesenjangan 
distribusi guru antar kawasan yang diukur 
dengan Indeks Gini (Kurva Lorenz) dengan 
formula sebagai berikut:  
G = 1 – 2Z G = Indeks Gini  
Z = luas area di bawah 
Kurva Lorenz 
Guna mengevaluasi tingkat 
kesenjangan distribusi guru, Oshima dalam 
Muta’ali ( 2000) memberikan kriteria sebagai 
berikut: (1) bila Gini Indeks lebih kecil dari 
(0,3) maka kesenjangan masuk kategori 
“Rendah”; (2) bila Gini Indeks antara (0,3 – 
0,4) maka kesenjangan masuk kategori 
“Sedang”; dan (3) bila Gini Indeks lebih besar 
dari (0,4) maka kesenjangan masuk kategori “ 
Tinggi”.   
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan guru dalam studi ini 
dibatasi pada Guru PNS dan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dibatasi pada 
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). 
1.Analisis Standar Kebutuhan Guru 
Sekolah Menengah Pertama 
Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 
5 menteri (2011), menyatakan bahwa: (1) 
Sekolah (SMP) dengan lebih dari 96 siswa: 
minimal 32 (SSN) dan maksimal 36 (SPM) 
siswa per rombongan belajar;  (2) Sekolah 
kecil (<96 siswa) minimal 1 guru per mata 
pelajaran; (3) Setiap guru mengajar minimal 
24 jam dan maksimum 40 jam tatap muka per 
minggu; (4) Apabila beban mengajar seorang 
guru melebihi 40 jam per minggu, diperlukan 
satu guru tambahan; dan (5) Semua sekolah 
memiliki minimal 1 guru per mata pelajaran.     
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 Selanjutnya, Peraturan Mendiknas No 
22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan 
bahwa kelas VII, kelas VIII dan kelas IX SMP 
masing-masing memiliki standar isi 32 jam 
pelajaran. Kurikulum SMP memuat 10 mata 
pelajaran (28 jam), muatan lokal (2 jam), dan 
pengembangan diri (2 jam).  Ini berarti bagi 
sekolah kecil yang memiliki murid ≤ 96 orang 
(3 rombel) memiliki standar kebutuhan guru 
12 orang (10 guru mapel, 1 guru mulok dan 1 
guru pembimbing pengembangan diri).  
Kemudian SMPN yang memiliki 
pesserta didik lebih dari 96 orang, rombongan 
belajar minimal 32 (SSN) dan maksimal 36 
(SPM) siswa. Jumlah standar rombongan 
belajar SMPN dengan batas minimal per 
sekolah 3 rombel dan batas maksimal 27 
rombel. Standar isi (kurikulum) SMP sebanyak 
32 jam per rombel. Setiap guru mengajar 
minimal 24 jam per minggu dan mengajar 
maksimum 40 jam tatap muka perminggu. 
Berdasarkan besaran nilai dan standar tersebut 
kebutuhan guru dapat diperhitungkan seperti 
ditunjukkan tabel di bawah ini 
Tabel 2. Standar Kebutuhan Guru SMP berbasis 














3 15 27 
 Standar isi 
(jam 
kurikulum) 
32 32 32 
 Standar guru 
mengajar 
(jam) 













   
 Murid per 
rombel 
(orang) 
32 34 36 
 Ratio murid : 
guru (60 % 
rombel min) 
19   
 Ratio murid : 
guru (80 % 
rombel maks) 
  29 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka 
kriteria evaluasi dapat disampaikan sebagai 
berikut: (1) kecukupan ketersediaan guru 
SMPN yang memiliki rombongan belajar 12 
rombel atau atau kurang dianggap sama yakni 
12 guru mapel; (2) SMP yang memiliki 
rombongan belajar 13 rombel atau lebih maka 
kecukupan ketersediaan guru sama (setara) 
dengan jumlah rombel dengan kriteria setiap 
guru memiliki beban tugas mengajar kategori 
moderat (32 jam semingggu); dan (3) Ratio 
murid terhadap guru masuk kategori wajar 
(cukup) bila berada pada rentang nilai 19 
sampai 29. Bila nilai ratio murid terhadap guru 
18 : 1 atau lebih kecil dari itu, maka daya guna 
guru masuk kategori rendah (kelebihan guru) 
yang ditunjukkan tabel di bawah ini. 
 
Tabel 3 Kriteria evaluasi kecukupan guru SMPN 
N
o 








Lebih Cukup kurang 
3 Ratio (R) 
murid 
/guru 
R ≤ 18 19-29 R ≥ 30 
4 Guru (G) 
berbasis 
rombel  ≤ 
12) 
G ≥  13 G = 12 G ≤ 11 
5 Guru (G) 
berbasis 










2. Ketersediaan dan Kecukupan Guru PNS 
pada SMPN Eks-Kawedanan Kayen  
 
Kawedanan Kayen meliputi 4 kecamatan yang 
secara komposit memiliki 9 SMPN yaitu: (1) 
Kecamatan Sukolilo memiliki 2 SMPN; (2) 
Kecamatan Kayen memiliki 2 SMPN; (3)  
Kecamatan Tambakromo memiliki 3 SMPN; 
dan  (4) Kecamatan Gabus memiliki 2 SMPN.  
Berdasarkan kriteria evaluasi tersebut diatas, 
sebagian SMP memiliki distribusi guru 
berlebihan. SMP N 2 Sukolilo misalnya, 
kebutuhan guru berbasis rombel sebanyak 12 
orang dan yang tersedia 22 orang berarti 
kelebihan 10 orang. Rerata jam mengaajar per 
guru 15 jam/minggu. Kelebihan guru juga 
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ditunjukkan ratio murid terhadap guru. SMPN 
2 Sukolilo memiliki ratio murid terhadap guru 
sebesar 10:1 (10 murid dan 1 guru). Ratio ini 
jauh lebih kecil dari standar normatif 19:1 
sampai 29:1.  
 
3. Ketersediaan dan Kecukupan Guru PNS 
pada SMPN Eks-Kawedanan Jakenan 
Kawedanan Jakenan meliputi 4 
kecamatan yaitu: Kecamatan Jaken, 
Kecamatan Jakenan, Kecamatan Winong dan 
Kecamatan Pucakwangi yang masing-masing 
kecamatan memiliki dua SMPN. Kubutuhan 
guru berbasis rombel menunjukkan bahwa 
ketersediaan guru cenderung berlebihan pada 
semua sekolah.  
SMP N 1 Jaken misalnya, memiliki 18 
rombel dan beban pembelajaran setiap rombel 
32 jam (kurikulum). Berdasarkan regulasi guru 
mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 
jam seminggu. Bila guru mengajar dengan 
jumlah jam moderat 32 jam maka kebutuhan 
guru SMP tersebut sebanyak 24 dan guru yang 
tersedia sebanyak 32 berarti ada kelebihan 8 
guru. Dalam perspektif lain, kubutuhan guru 
berbasis peserta didik (murid) pada  SMPN 
yang sama, memiliki 587 murid dan guru yang 
tersedia 32 yang berarti ratio murid terhadap 
guru 18:1, lebih kecil dari batas bawah (19:1) 
dan setiap guru memiliki rerata beban 
mengajar 24 jam (batas minimal).  
 
4. Ketersediaan dan Kecukupan Guru PNS 
pada SMPN Eks-Kawedanan Juwana 
Kawedanan Jakenan meliputi 4 
kecamatan yaitu: Kecamatan Juwana, 
Kecamatan Batangan, Kecamatan Wedarijaksa 
dan Kecamatan Trangkil. Secara komposit 
empat kecamatan tersebut memiliki sepuluh 
(10) SMPN. Kubutuhan guru berbasis rombel 
menunjukkan bahwa ketersediaan guru 
cenderung berlebihan pada semua sekolah.  
SMP N 2 Batangan misalnya, memiliki 
13 rombel dan beban pembelajaran tiap rombel 
32 jam. Berdasarkan regulasi guru mengajar 
minimal 24 jam dan maksimal 40 jam 
seminggu. Bila guru mengajar dengan jumlah 
jam moderat 32 jam maka kebutuhan guru 
SMP tersebut sebanyak 13 dan guru yang 
tersedia sebanyak 25 berarti ada kelebihan 12 
guru sehingga rerata beban mengajar guru 
sebanyak 17 jam per minggu (tidak memenuhi 
batas minimal 24 jam). 
Dalam perspektif lain, kubutuhan guru 
berbasis peserta didik (murid) pada  SMPN 
yang sama (SMP N 2 Batangan), memiliki 395 
murid dan guru yang tersedia 25 yang berarti 
ratio murid terhadap guru 16:1, lebih kecil dari 
batas bawah (ratio 19:1).  
 
5. Ketersediaan dan Kecukupan Guru PNS 
pada SMPN Eks-Kawedanan Pati 
Kawedanan Pati meliputi 4 kecamatan 
yaitu: Pati, Margorejo, Gembong, 
Tlogowungu. Secara komposit 4 kecamatan 
tersebut memiliki tiga belas (13) SMPN. 
Kubutuhan guru berbasis rombel/jam mengajar 
menunjukkan bahwa ketersediaan guru 
cenderung berlebihan..  
SMP N 3 Pati misalnya, memiliki 27 
rombel dan beban pembelajaran setiap rombel 
32 jam (kurikulum). Berdasarkan regulasi guru 
mengajar minimal 24 jam dan maksimal 40 
jam seminggu. Bila guru mengajar dengan 
jumlah jam moderat 32 jam maka kebutuhan 
guru SMP tersebut sebanyak 27 guru dan guru 
yang tersedia sebanyak 48 berarti ada 
kelebihan 21 guru sehingga rerata beban 
mengajar guru sebanyak 18 jam per minggu 
(tidak memenuhi batas minimal 24 jam atau 
lebih kecil dari batas minimal).  
Dalam perspektif lain, kubutuhan guru 
berbasis peserta didik (murid) pada  SMPN 
yang sama (SMP N 3 Pati), memiliki 820 
murid dan guru yang tersedia 48 yang berarti 
ratio murid terhadap guru 17:1, lebih kecil dari 
batas bawah (ratio 19:1).  
6. Ketersediaan dan Kecukupan Guru PNS 
pada SMPN Eks-Kawedanan Tayu 
Kawedanan Tayu meliputi 5 kecamatan 
yaitu: Margoyoso, Tayu, Cluwak, 
Gunungwungkal, dan Dukuhseti. Secara 
komposit 5 kecamatan tersebut memiliki 
sembilan (9) SMPN. Kubutuhan guru berbasis 
rombel/jam mengajar menunjukkan bahwa 
ketersediaan guru cenderung berlebihan pada 
SMPN di kawasan tersebut.  
SMP N 1 Dukuhseti misalnya, 
memiliki 14 rombel dan beban pembelajaran 
setiap rombel 32 jam. Berdasarkan regulasi 
guru mengajar minimal 24 jam dan maksimal 
40 jam seminggu. Bila guru mengajar dengan 
jumlah jam moderat (32 jam) maka kebutuhan 
guru sebanyak 14 orang dan guru yang 
tersedia sebanyak 20 orang berarti ada 
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kelebihan 6 guru sehingga rerata beban 
mengajar guru 14 jam (lebih kecil dari batas 
minimal 24 jam).  
Dalam perspektif lain, kubutuhan guru 
berbasis peserta didik (murid) pada  SMPN 
yang sama (SMP N 1 Dukuhseti), memiliki 
297 murid dan guru yang tersedia 20 yang 
berarti ratio murid terhadap guru 15:1, lebih 
kecil dari batas bawah (ratio 19:1).  
7. Distribusi Eksistensi dan Kecukupan 
Kebutuhan Guru SMPN  
Analisis kecukupan guru Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) dalam studi ini 
dibatasi guru  PNS untuk Sekolah Menengah 
Pertama Negeri (SMPN). Standar normatif 
yang digunakan dalam mengukur kecukupan 
guru SMP mencakup: (1)  jumlah rombel SMP 
sebanyak 6 rombel; (2) jumlah siswa per 
rombel sebanyak 32 orang; dan (3) jumlah 
siswa per sekolah sebanyak 192 orang.  
Permendiknas No 22 Tahun 2006 
tentang Standar Isi (Kurikulum) mengatur 
tentang jumlah jam pelajaran untuk setiap 
jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
Beban belajar SMP kelas VII sebanyak 32 jam 
per minggu. Beban belajar SMP kelas VIII 
sebanyak 32 jam per minggu dan Beban 
belajar SMP kelas IX sebanyak 32 jam per 
minggu. Beban kerja guru (UU No 14/2015) 
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam 
tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam 
tatap muka dalam 1 (satu) minggu.  Oleh 
karena itu, kebutuhan guru dapat dihitung 
untuk SMP dengan 6 rombel dapat dihitung 
dengan rumus: Beban belajar (32 jam) kali 
jumlah rombel (6 rombel) dan dibagi beban 
kerja standar guru (24 jam) maka kebutuhan 
guru (6 x 32)/24 = 8 orang. Secara absolut, 
hitung matematis kebutuhan guru sebanyak 8 
guru untuk 6 rombel. Namun dalam konteks 
SMPN kecil (jumlah rombel kecil) kebutuhan 
guru sebanyak 12 guru karena setara dengan 
jumlah mapel (12), per mapel 1 guru. 
Kemudian beban kerja lain bagi SMP diluar 
mengajar diberikan toleransi setara dengan 
beban kerja 1 orang guru per 8 guru (6 rombel 
= 192 peserta didik). Oleh karena itu  
kebutuhan guru di SMPN dengan 6 rombel 
(192 peserta didik) sebanyak 9 guru (8 guru 
ditambah 1 guru (beban tugas lain). 
Berdasarkan standar normatif tersebut maka 
ada 2 parameter pengukuran kecukupan 
kebutuhan guru PNS bagi SMPN: (1) 
kecukupan guru SMPN berbasis peserta didik; 
dan (2)  kecukupan guru SMPN berbasis 
rombongan belajar (rombel) 
Pertama, batas kecukupan guru SMP 
berbasis peserta didik yaitu hasil hitung dari 
jumlah murid (m) dibagi 192 (standar siswa 
per SMPN) dan dikalikan dengan 9 (standar 
kebutuhan guru per 192 peserta didik). Bila 
eksistensi guru lebih besar dari nilai batas 
tersebut maka ketersediaan guru masuk 
kategori “Baik/Cukup (B)”. Namun bila 
eksistensi guru lebih kecil dari nilai batas 
normatif maka ketersediaan guru masuk 
kategori “Belum Cukup/kurang (C)”. 
Kabupaten Pati memiliki 49 SMPN 
yang tersebar pada 21 kecamatan. Kecamatan 
Sukolilo misalnya, memiliki 2 SMPN dengan 
peserta didik sebanyak 926 orang. Batas 
kecukupan guru SMP berbasis peserta didik 
yaitu hasil hitung dari jumlah siswa (926) 
dibagi 192 (32 siswa x 6 rombel) dan dikalikan 
9 (standar kebutuhan guru per 6 rombel) sama 
dengan (926/ 192) x 9 = 43. Batas kecukupan 
guru PNS untuk 2 SMPN di Kecamatan 
Sukolilo sebesar 43 dan eksistensi guru faktual 
sebanyak 53 maka ketersediaan guru SMPN di 
Sukolilo sudah memenuhi batas kecukupan 
dengan status kelebihan guru 10 orang.  
Secara agregat 49 SMPN di Kabupaten 
Pati memiliki 30.414 peserta didik. Batas 
kecukupan kebutuhan guru SMP berbasis 
peserta didik yaitu hasil hitung dari jumlah 
siswa (30.414) dibagi 192 dan dikalikan 
dengan 9 sama dengan (30.414/ 192) x 9 = 
1.426. Batas kecukupan guru SMPN sebesar 
1.426 dan eksistensi guru 1.542 maka 
ketersediaan guru berbasis peserta didik sudah 
memenuhi kecukupan dengan status kelebihan 
guru 116 orang.  
Kedua, batas kecukupan guru SMPN 
berbasis rombel yaitu hasil hitung dari jumlah 
rombel (r) faktual dibagi 6 (standar rombel 
satu SMP) dan dikalikan dengan 9 (standar 
kebutuhan guru per 6 rombel). Standar 
kebutuhan guru 9 berasal dari (6 rombel x 32 
jam belajar / 24 jam (beban mengajar 1 guru) 
sebanyak 8 orang ditambah 1 guru 
(pertimbangan tugas lain) sehingga menjadi 9 
guru. 
Kecamatan Tambakromo misalnya, 
memiliki 3 SMPN dengan 43 rombel. Batas 
Suroso, Kebijakan Distribusi Kecukupan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri...     266 
 
kecukupan guru SMP berbasis rombel yaitu 
hasil hitung dari jumlah rombel (r) dibagi 6 
(standar rombel) dan dikalikan 9 (standar 
kebutuhan guru per sekolah),  sama dengan 
(43 / 6) x 9 = 65. Batas kecukupan guru SMPN 
di Kecamatan Tambakromo sebesar 65 dan 
eksistensi guru 66 maka ketersediaan guru 
SMPN sudah memenuhi batas kecukupan 
dengan status kelebihan guru 1 orang 
ditunjukkan tabel di bawah ini. 
Secara agregat Kabupaten Pati 
memiliki memiliki 49 SMPN dengan 
kumulatif 994 rombel. Batas kecukupan 
kebutuhan guru SMPN berbasis rombel yaitu 
hasil hitung dari jumlah rombel (r) 994 dibagi 
6 (6 rombel) dan dikalikan dengan 9 (standar 
kebutuhan guru per 6 rombel) sama dengan 
(994  / 6) x 9 = 1.491. Batas kecukupan guru 
SMPN sebesar 1.491 orang dan eksistensi guru 
sebanyak 1.542 maka ketersediaan guru 
SMPN berbasis rombel sudah memenuhi batas 
kecukupan dengan status kelebihan guru 51 
orang.  
Nilai beda antara batas kecukupan 
kebutuhan guru berbasis rombel dan batas 
kecukupan guru berbasis peserta didik terjadi 
variasi antara kawasan satu dengan lainnya. 
Kecamatan Sukolilo misalnya, batas 
kecukupan guru SMP berbasis peserta didik 
(murid) sebanyak 43 dan ketersediaan guru 
sebanyak 53 orang maka ada kelebihan guru 
10 orang. Namun batas kecukupan kebutuhan 
guru berbasis rombel di Kecamatan Sukolilo 
(2 SMPN) sebanyak 51 dan ketersediaan guru 
sebanyak 53 orang maka ada kelebihan guru 2 
guru. Nilai beda antara batas kecukupan 
kebutuhan guru berbasis rombel dan batas 
kecukupan guru berbasis peserta didik sebesar 
8.
 
Kumulatif peserta didik SMPN sebanyak 
30.414 orang dan jumlah rombel sebanyak 994 
maka rerata rombongan belajar berisi 31 
peserta didik. Rerata rombel paling kecil 
berada di Kecamatan Dukuhseti (22 orang) 
dan Kecamatan Jaken (24 orang). Kecilnya 
rombel ini  berpengaruh pada kebutuhan guru 
SMP berbasis peserta didik dan kebutuhan 
guru SMP berbasis rombel dengan nilai beda 
11 orang di Dukuhseti dan 14 orang di Jaken.  
 
8. Kesenjangan Distribusi Guru Sekolah 
Menengah Pertama 
Distribusi guru Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) dalam studi ini dibatasi SMPN 
karena SMP Swasta dan MTs tidak 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah. Distribusi guru 
dipengaruhi oleh eksistensi jumlah peserta 
didik dan rombongan belajar. Permendiknas 
No 24 Tahun 2007 menyatakan: (1) satu SMP 
memiliki sarana dan prasarana yang dapat 
melayani minimum 3 rombongan belajar dan 
maksimum 27 rombongan belajar; dan (2) 
setiap rombongan belajar berisi 32 peserta 
didik.   
Idealnya, distribusi guru tersebar 
merata di semua kawasan. Pemerataan 
distribusi guru dapat dilihat dari: (1) nilai ratio 
proporsi  guru terhadap proporsi peserta didik; 
dan (2) nilai ratio proporsi  guru terhadap 
proporsi rombel di area studi.  Pemerataan 
distribusi guru dapat dicermati dari nilai ratio 
proporsi guru terhadap proporsi peserta didik. 
Nilai ratio proporsi lebih kecil dari 1 (satu) 
memberikan indikasi kekurangan guru. Sisi 
lain nilai ratio lebih besar dari 1 (satu) 
memberikan indikasi kelebihan guru.  
Kecamatan Sukolilo misalnya memiliki 
2 SMPN dengan kumulatif jumlah peserta 
didik sebanyak 926 orang (3,04 %) dari total 
peserta didik SMPN sebanyak 30.414 orang di 
Kabupaten Pati. Sementara guru PNS pada 
SMPN Sukolilo sebanyak 53 orang (3,44 %) 
dari total guru 1542 orang sehingga ratio guru 
terhadap siswa (peserta didik) sebesar 1,13.  
Berdasarkan nilai ratio proporsi guru 
terhadap proporsi peserta didik kawasan yang 
memiliki ketersediaan guru paling kecil berada 
di: (1) Kecamatan Cluwak dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap proporsi peserta didik 
sebesar 0,79; (2) Kecamatan Tambakromo 
dengan nilai ratio proporsi guru terhadap 
proporsi peserta didik sebesar 0,89; dan (3) 
Kecamatan Jakenan dengan nilai ratio proporsi 
guru terhadap proporsi peserta didik sebesar 
0,89. Sebaliknya, Kawasan yang memiliki 
nilai ratio proporsi guru terhadap proporsi 
peserta didik paling besar berada di: (1) 
Kecamatan Gembong dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap proporsi peserta didik 
sebesar 1,34; (2) Kecamatan Dukuhseti dengan 
nilai ratio proporsi guru terhadap proporsi 
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peserta didik sebesar 1,26; dan (3) 
Kecamatan Tlogowungu dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap proporsi peserta didik 
sebesar 1,24.  
Perbedaan nilai ratio proporsi guru 
terhadap proporsi peserta didik berimplikasi 
pada kesenjangan distribusi. Berdasarkan 
uraian sebelumnya diketahui besaran ratio 
proporsi guru terhadap proporsi peserta didik. 
Ratio terkecil proporsi guru SMPN terhadap 
peserta didik berada di Kecamatan Cluwak 
(0,79) dan ratio terbesar berada di Kecamatan 
Gembong (1,34). Total area distribusi guru (∑ 
= 4.720,470) sehingga luas area Z (Lorenz) 
sebesar 0,472.  Indeks Gini (G) = 1 – 2Z = 1 – 
(2 x 0,472) = 0,0559 atau 0,06 (pembulatan). 
Gini Indeks tersebut menunjukkan bahwa 
kesenjangan distribusi guru SMP antar 
kawasan di Kabupaten Pati sebesar 0,06 lebih 
kecil dari 0,3 masuk kategori “Kesenjangan 
Rendah”.   
Kesenjangan distribusi guru SMP perlu  
dilakukan cross-check dari perspektif 
eksistensi rombongan belajar (Rombel). 
Kecamatan Sukolilo misalnya, memiliki 2 
SMPN dengan 34 rombel (3,42 %) dari total 
rombel 994 di Kabupaten Pati. Sementara 
jumlah guru PNS pada 2 SMPN di Kecamatan 
Sukolilo sebanyak 53 orang (3,44 %) sehingga 
ratio guru terhadap rombel sebesar 1,00 : 1. 
Perbedaan ratio yang relatif kecil memberikan 
makna distribusi guru relatif baik, seimbang 
dengan eksistensi murid dan rombel mendekati 
standar.  
Berdasarkan nilai ratio proporsi guru 
terhadap proporsi rombel, kawasan yang 
memiliki ketersediaan guru paling kecil berada 
pada Kecamatan : (1) Jaken dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap proporsi rombel 
sebesar 0,83 : 1 ; (2) Margoyoso dengan nilai 
ratio proporsi guru terhadap proporsi rombel 
sebesar 0,84 : 1 ; dan (3) Gunungwungkal 
dengan nilai ratio proporsi guru terhadap 
proporsi peserta didik sebesar 0,86 : 1.   
Sebaliknya, nilai ratio proporsi guru terhadap 
proporsi rombel kawasan yang memiliki 
ketersediaan guru paling besar berada pada: 
(1) Kecamatan Gembong dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap rombel sebesar 1,56 : 
1; (2) Kecamatan Margorejo dengan nilai ratio 
proporsi guru terhadap rombel sebesar 1,15 : 
1; dan (3) Kecamatan Tlogowungu dengan 
nilai ratio proporsi guru terhadap rombel 
sebesar 1,10 : 1.  
Perbedaan nilai ratio proporsi guru 
terhadap proporsi rombel berimplikasi pada 
kesenjangan distribusi. Berdasarkan uraian 
tersebut diatas diketahui besaran ratio proporsi 
guru terhadap proporsi peserta didik.  
Ratio terkecil proporsi guru terhadap 
rombel berada di Kecamatan Jaken (0,83) dan 
ratio terbesar berada di Kecamatan Gembong 
(1,56). Total area distribusi guru berbasis 
rombel (∑ =    4.754,771) sehingga luas area Z 
(Lorenz) sebesar 0,4755.  Indeks Gini (G) = 1 
– 2Z = 1 – (2 x 0,4755) = 0,0490 atau (0,05 
pembulatan). Gini Indeks tersebut 
menunjukkan kesenjangan distribusi guru 
SMP berbasis rombel sebesar 0,05 lebih kecil 
dari ≤ 0,3 masuk kategori “Kesenjangan 
Rendah”.  
SIMPULAN  
Berdasarkan uraian diatas dapat 
disampaikan 7 simpulan. Pertama, 
ketersediaan guru SMPN berbasis peserta 
didik sudah memenuhi batas kecukupan 
dengan status kelebihan guru 116 orang. 
Kedua, ketersediaan guru SMPN berbasis 
rombel sudah memenuhi batas kecukupan 
dengan status kelebihan guru 51 orang. 
Ketiga, distribusi guru di tingkat satuan 
pendidikan masih belum merata, sebagian 
sekolah (SMPN) kelebihan guru PNS dan 
sebagian sekolah mengalami kekurangan guru. 
Keempat, kesenjangan distribusi guru PNS 
berbasis peserta didik menunjukkan bahwa 
total area distribusi guru berbasis peserta didik 
(∑ = 4.720,470) sehingga luas area Z (Lorenz) 
sebesar 0,472.  Indeks Gini (G) = 1 – 2Z = 1 – 
(2 x 0,472) = 0,0559 atau 0,06 (pembulatan). 
Gini Indeks tersebut menunjukkan bahwa 
kesenjangan distribusi guru SMP antar 
kawasan di Kabupaten Pati sebesar 0,06 lebih 
kecil dari 0,3 masuk kategori “Kesenjangan 
Rendah”. Kelima, kesenjangan distribusi guru 
PNS berbasis rombel menunjukkan bahwa 
total area distribusi guru berbasis rombel (∑ =    
4.754,771) sehingga luas area Z (Lorenz) 
sebesar 0,4755.  Indeks Gini (G) = 1 – 2Z = 1 
– (2 x 0,4755) = 0,0490 atau (0,05 
pembulatan). Gini Indeks tersebut 
menunjukkan kesenjangan distribusi guru 
SMP berbasis rombel sebesar 0,05 lebih kecil 
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dari ≤ 0,3 masuk kategori “Kesenjangan 
Rendah”. 
Relevan dengan simpulan tersebut, ada 
3 saran kebijakan yang dapat dilakukan 
pemerintah daerah di area studi. Pertama, guna 
optimalisasi daya guna tenaga guru agar ada 
kontrol pembentukan rombel SMPN sesuai 
dengan standar (32 peserta disik) per 
rombongan belajar. Kedua, sekolah (SMPN) 
yang kekurangan guru agar dipenuhi dari 
sekolah lain yang kelebihan guru. Ketiga, 
distribusi guru SMPN agar memperhatikan 
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